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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN

VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Teknis Permohonan

dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
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3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN

PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL

TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang

masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya

kedaulatan negara.

2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa

adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat

yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di

tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing

untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan

menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
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3. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan

oleh negara asing kepada warga negaranya untuk

melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama

jangka waktu tertentu.

4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang

Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri

untuk berada di Wilayah Indonesia.

5. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah

Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian.

6. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara

Indonesia.

7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat

pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas

batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar

Wilayah Indonesia.

8. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau

sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik

untuk mengangkut orang maupun barang.

9. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik,

pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot,

atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.

10. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu

negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar

negara yang memuat identitas pemegangnya.

11. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung

jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama

berada di Wilayah Indonesia.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
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14. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui

pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian

teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.

15. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah

mengikuti pendidikan dan khusus untuk bertugas di

Perwakilan Republik Indonesia.

16. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik

Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

17. Surat Persetujuan Visa adalah surat yang dikeluarkan

oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang

ditunjuk yang memuat penguasaan kepada Perwakilan

Republik Indonesia untuk menerbitkan Visa bagi Orang

Asing.

18. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem

teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan

untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan

pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi

Keimigrasian.

19. Indeks Visa adalah kode klasifikasi yang terdiri dari

huruf dan angka yang penggunaannya untuk

menentukan maksud dan tujuan pemberian Visa.

20. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana

tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia di bidang Keimigrasian.

21. Kantor Imigrasi adalah kantor imigrasi yang memiliki

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam penyelenggara

penerbitan Visa kunjungan saat kedatangan dan Visa

tinggal terbatas saat kedatangan.
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Pasal 2

(1) Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia

wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali

ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan perjanjian internasional.

(2) Setiap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya memiliki 1 (satu) Visa.

Pasal 3

(1) Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Visa kunjungan; dan

b. Visa tinggal terbatas.

(2) Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kewenangan Menteri.

(3) Kewenangan pemberian Visa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus

dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Visa tidak digunakan, Visa dinyatakan tidak

berlaku.

BAB II

VISA KUNJUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;

b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan

c. Visa kunjungan saat kedatangan.

www.peraturan.go.id


